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ABSTRAK 

 

PRAKTIK MAKELAR DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH 

(Studi Kasus di Konveksi Amin Kelurahan Ganjar Agung Kota Metro) 

 

Oleh: 

Ressa Felinda 

Makelar adalah seorang perantara yang menghubungkan pengusaha dengan 

pihak kedua untuk mengadakan berbagai perjanjian. Makelar atau samsarah 

merupakan suatu jabatan yang diakui oleh undang-undang, maka ia mempunyai 

tanggungjawab yang tidak kecil. Orang yang bertindak sebagai penghubung 

antara dua belah pihak yang berkepentingan, pada praktiknya lebih banyak pada 

pihak-pihak yang akan melakukan jual-beli. Dalam hal ini makelar bertugas untuk 

menjembatani kepentingan antara pihak penjual dan pembeli. Makelar berfungsi 

sebagai penunjuk jalan dan sebab antara penjual dengan pembeli, sehingga 

banyak membantu dalam proses penjualan barang suatu perushaan atau milik 

perseorangan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik makelar ditinjau dari 

Hukum Ekonomi Syariah di Konveksi Amin Kelurahan Ganjar Agung Kota 

Metro. Penelitian ini termasuk dalam penelitian dengan metode kualitatif adapun 

sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara (interview) 

terhadap pemilik konveksi amin, makelar, serta konsumen. Dokumentasi yang 

digunakan berupa dokumen-dokumen baik dokumen yang berasal dari 

dokumentasi Konveksi Amin, kuitansi, maupun foto-foto sarana dan prasarana 

yang dimiliki oleh Konveksi Amin. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan 

cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta 

yang khusus dan kongkrit kemudian dari fakta yang khusus dan  kongkrit tersebut 

di tarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik makelar di 

Konveksi Amin melibatkan penjual, makelar dan pembeli. Mekenisme yang 

dilakukan adalah di Konveksi Amin meminta makelar untuk menjualkan atau 

memasarkan barang-barang konveksi yang ada di di Konveksi Amin. Dalam 

memberikan upah, pihak konveksi Amin tidak melaksanakan kewajibannya sesuai 

dengan akad awal yakni hanya memberikan 6,7% dari total penjualan. Sehingga 

pihak makelar dan Konveksi Amin melakukan musyawarah dan mendapatkan 

kesepakatan baru yakni pihak Konveksi Amin memberikan upah sebesar 10% 

kepada makelar walaupun makelar tidak memenuhi target penjualan sebesar Rp. 

125.000.000,-. Kesepakatan baru tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak 

yang berakad. Dari praktik makelar yang ada di Konveksi Amin, maka Hukum 

Ekonomi Syariah mengatakan sah menyewa kemanfaatan (jasa) pekerjaan 

makelar. Namun dalam kasus ini, pihak konveksi amin tidak memenuhi 

kesepakatan awal. Hal ini tidak diperbolehkan karena terdapat unsur kezaliman 

dalam pemenuhan hak dan kewajiban yang tidak dibenarkan dalam Islam. 
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MOTTO 

 

                            

 

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku 

ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang 

yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang 

kuat lagi dapat dipercaya". 

 
 

(Q.S. Al Qashash : 26) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di masa sekarang banyak orang yang disibukkan dengan pekerjaan 

masing-masing, sehingga ada sebagian orang tidak memiliki waktu untuk 

menjual barangnya atau mencari barang yang diperlukan. Sebagian orang 

lagi mempunyai waktu luang, mempunyai keahlian untuk memasarkan 

(menjualkan), namun tidak memiliki barang yang akan dijualkannya. 

Sebagaimana diketahui jual-beli berlangsung dengan ijab dan qabul, 

adanya rukun jual-beli, dan syarat yang lainnya. 

Islam mensyari‟atkan jual-beli dengan wakil karena manusia 

membutuhkannya. Tidak semua manusia berkemampuan untuk menekuni 

segala urusannya secara pribadi. Ia membutuhkan pendelegasian mandat 

orang lain untuk melakukannya sebagai wakil darinya yaitu orang 

menjalankan usaha sebagai perantara, yakni perantara antara penjual dan 

pembeli untuk melaksanakan transaksi jual-beli. Atas jasanya tersebut ia 

mendapat upah, diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra, bahwa Nabi SAW, 

bersabda yang artinya:“Diriwayatkan dari ibnu Umar ra, katanya : 

Sesungguhnya Rasulallah SAW, pernah memberikan pekerjaan kepada 
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penduduk khaibar dengan upah separuh dari apa yang dikerjakan seperti 

buah buahan atau tanaman.” (Muttafaq ‟alaih)
1
 

Sebagaimana penjelasan dari hadits tersebut dapat diketahui bahwa 

perihal memperkerjakan orang guna melangsungkan jual-beli, makelar 

atau katakanlah perantara dalam perdagangan yang menjembatani penjual 

dan pembeli, pada saat ini sangat penting karena terikatnya perhubungan 

perdagangan antara pedagang kolektif dan pedagang perorangan. Sehingga 

makelar dalam hal ini berperanan sangat penting. 

Praktik tersebut menggunakan akad ijarah. Pengertian secara 

terminologi, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau 

jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan 

kepemilikan atas barang itu sendiri. ijarah secara sederhana dapat 

diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan 

tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari 

suatu benda disebut ijarah al ain. Bila yang menjadi objek transaksi 

manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut ijarah ad-Dzimmah atau 

upah mengupah. Sekalipun obyeknya berbeda keduanya dalam konteks 

fiqh disebut al-ijarah.
2
 

Pengertian di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan 

ijarah adalah suatu perjanjian tentang pemakaian dan pengambilan 

manfaat dari suatu benda, binatang, atau manusia. Dalam hal ini bendanya 

                                                             
1
 Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, Terjemah Kitab Bulughul Maram: Kumpulan Hadist 

Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-hari, (Jakarta: Darul Haq, 2016), 160 
2 Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek, (Jakarta: Gema 

Insani, 2001), 117. 

https://www.google.co.id/search?hl=id&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Al-Hafizh+Ibnu+Hajar+al-Asqalani%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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tidak berkurang sama sekali. Namun, terjadinya akad ijarah tersebut, yang 

berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan baik berupa 

manfaat barang, manfaat tenaga serta pikiran orang lain. 

Persoalan upah dan pengupahan sangat kompleks, dapat 

berpengaruh kepada kegiatan perusahaan secara keseluruhan. Upah 

adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam 

bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja 

kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu 

perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, 

termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu 

pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
3
 

 

Ketentuan upah, bisa jadi sesuai dengan kebiasaan atau peraturan 

yang berlaku di sekitar. Bisa juga terjadi dari kesepakatan dari kedua belah 

pihak, bahkan ada pula makelar yang mendapatkan upah dari pihak 

penjual dan pembeli. Makelar berhak menerima imbalan setelah berhasil 

memenuhi akadnya, sedangkan pihak yang menggunakan jasa makelar 

harus memenuhi dengan segera memberikan imbalannya. 

Makelar berhak menerima imbalan setelah berhasil memenuhi 

akadnya, sedangkan pihak yang menggunakan jasa makelar harus 

memenuhi dengan segera memberikan imbalannya. Disini terjadi 

perbedaan sekitar masalah nilai bagian yang akan diperoleh oleh seorang 

perantara, bisa 2,5% dan bisa juga 5% tidak ada batas atas usaha itu 

dengan nilai tertentu. Tetapi apa yang menjadi kesepakatan dan 

persetujuan pihak-pihak yang terlibat maka hal itu boleh. Hanya saja, 

harus pada batasan yang biasa dilakukan oleh banyak orang, yang bisa 

                                                             
3 Edytus Adisu, Hak Karyawan Atas Gaji Dan Pedoman Menghitung: Gaji Pokok, Uang 

Lembur, Gaji Sundulan, Insentif, Bonus, THR, Pajak Atas Gaji, Iuran Pensiun, Pesangon, Iuran 

Jamsostek/Dana Sehat, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), 2 
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memberi keuntungan bagi perantara atas usaha dan kerja kerasnya untuk 

menyelesaikan proses jual beli antara penjual dan pembeli, serta tidak 

terdapat mudharat kepada penjual atau pembeli atas tambahan yang diluar 

kebiasaan.  

Makelar dalam Islam disebut simsar merupakan “perantara dalam 

proses jual beli barang atau jasa. Makelar tidak perlu modal uang karena ia 

hanya bertugas menawarkan barang yang akan dijual kepada pembeli”.
4
 

Biasanya pemilik barang menentukan harga jualnya dan jasa untuk 

makelar atau sekian persen dari harga jual, kemudian makelar mencarikan 

pembelinya. Tidak ada aturan yang pasti tentang besarnya jasa yang harus 

diterima makelar. 

Sebagaimana hasil survey yang telah dilakukan, dapat diketahui 

bahwa konveksi amin menggunakan jasa makelar dalam menjual dan 

mempromosikan barang-barang konveksinya. Menggunakan jasa makelar 

atau makelar dapat melancarkan transaksi jual-beli yang dilakukan. 

Dengan adanya makelar maka pihak konveksi dan pembeli akan lebih 

mudah dalam bertransaksi. Makelar bertugas menjualkan barang-barang 

konveksi dengan mengambil upah yang telah tanpa menanggung resiko 

apapun. Setelah makelar mendapatkan konsumen atau pembeli, maka 

pihak konveksi memberikan upah kepada makelar. Upah keberhasilan 

bergantung pada ukuran transaksi yang di dapat sesuai pada kesepakatan 

yang dibuat.
 
Namun, pada kasus ini ternyata pihak makelar tidak mencapai 

                                                             
4 Boentarto, Kiat Sukses Jual Beli Mobil, (Jakarta: Puspa Swara, 2005), 42 
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target penjualan sehingga pihak konveksi tidak memberikan upah sesuai 

dengan kesepakatan pada awal akad.
5
 

Selain itu, dalam wawancara dengan seorang makelar dapat 

diketahui bahwa seorang makelar berperan aktif dalam memasarkan 

barang-barang konveksi tersebut, baik dalam bidang menerima pesanan, 

penawaran harga, sampai pada perolehan laba dari hasil transaksi barang-

barang konveksi tersebut. Makelar adalah sebagai penghubung antara 

kedua belah pihak, baik pihak penjual dan pihak pembeli. Dan dari jasanya 

itulah, seorang makelar atau makelar mendapatkan upah atas jasa 

tenaganya dari pengguna jasa makelar, hal tersebut sesuai dengan kadar 

usahanya dalam mencarikan pembeli barang-barang konveksi tersebut, dan 

usaha yang dilakukan oleh seorang makelar ketika mencarikan pembeli itu 

berpengaruh terhadap perolehan upah yang didapat dari seorang pembeli, 

bila seorang makelar berhasil dalam mencarikan pembeli maka seorang 

makelar mendapatkan upah, jika sebaliknya yaitu tidak berhasil 

mendapatkan pembeli maka ia tidak berhak mendapatkan upah. 

Sebagaimana penjelasan tersebut, makelar dan konveksi amin telah 

melakukan kesepakatan terkait dengan penjualan barang-barang konveksi, 

ketika makelar mendapatkan pembeli/konsumen maka pihak konveksi 

amin akan memberikan upah sebesar 10% dari total penjualan. Tetapi 

upah yang diberikan oleh konveksi amin hanya sebesar 6,7%. Hal ini tidak 

sesuai dengan kesepakatan awal yakni seharusnya makelar mendapatkan 

                                                             
5  Bapak Aminuddin selaku Pemilik Konveksi Amin, (Wawancara pada Hari Jum‟at 

Tanggal 12 April 2019) 
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upah sebesar 10%. Dengan kata lain pihak makelar dirugikan karena upah 

yang dibayarkan tidak sesuai dengan kesepakatan awal.
6
 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik 

menuangkan dalam penulisan skripsi dengan judul “Praktik Makelar 

Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Konveksi Amin 

Kelurahan Ganjar Agung Kota Metro)”. 

 

B. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas maka 

timbul pertanyaan yaitu "Bagaimanakah Praktik Makelar Ditinjau dari 

Hukum Ekonomi Syariah di Konveksi Amin Kelurahan Ganjar Agung 

Kota Metro?" 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian yang peneliti lakukan adalah untuk 

mengetahui Bagaimana Praktik Makelar Ditinjau dari Hukum Ekonomi 

Syariah di Konveksi Amin Kelurahan Ganjar Agung Kota Metro. 

Adapun Manfaat Penelitian yang peneliti lakukan antara lain adalah: 

1. Secara teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuwan, 

khususnya mengenai praktik makelar dalam aspek Hukum Ekonomi 

Syariah. 

 

                                                             
6 Muhajir Haqqiqi selaku simsar, (Wawancara pada Hari Sabtu Tanggal 13 April 2019) 
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2. Secara praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi Konveksi Amin dan masyarakat di Kelurahan Ganjar 

Agung Kota Metro. 

 

D. Penelitian Relevan 

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian 

terdahulu (prior research) tentang persoalan yang akan dikaji dalam proposal. 

Penelitian ini mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah 

yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya.
7
 Untuk itu, penelitian 

relevan terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam penelitian ini, 

sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan 

berada. 

Sebagaimana penjelasan tersebut peneliti mengutip skripsi, tesis, 

jurnal, maupun artikel yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti 

sehingga akan terlihat dari sisi mana peneliti dalam membuat karya ilmiah. 

Selain itu, akan terlihat suatu perbedaan yang dicapai oleh masing-masing 

pihak. 

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang penulis 

lakukan ialah sebagai berikut: pertama, hasil penelitian Akhsan Zamzami 

yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Makelar Jual Beli 

                                                             
7 Zuhairi et.al, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi, (Metro: STAIN Jurai Siwo 

Metro, 2015), 46 
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Bawang Merah (Studi Kasus di Desa Keboledan Wanasari Brebes)”.
8
 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa didasarkan 

pada teori Fiqh yang mengatakan “Sah menyewakan jasa/kemanfaatan yang 

ada nilai hargannya, yang diketahui barang, ukuran, maupun sifatnya. Ketidak 

sahannya apabila makelar yang hanya mengucapkan satu atau dua patah kata, 

walaupun barang tersebut laku, karena satu atau dua patah kata tidak 

memiliki nilai ekonomi (harga). Bentuk akad (shighah) dari transaksi jual-

beli yang tidak secara sharih (jelas) yaitu menggunakan ucapan kiasan, yang 

dari perkataan tersebut terkandung maksud sebagai sewa jasa tenaga untuk 

menjualkan barang, dan mereka memahami maksudnya. Maka ijab qabul 

sebagai manifestasi perasaan suka sama suka untuk melakukan transaksi, 

yang demikian dibolehkan.  

Kedua, hasil penelitian Yitna Yuono yang berjudul, “Transaksi Jual 

Beli Hewan Ternak melalui Makelar di Tinjau dari Hukum Islam (Studi 

Kasus di Pasar Hewan Muntilan Kabupaten Magelang 2016).
9
 Berdasarkan 

hasil penelitian bahwa berdasarkan tugasnya makelar sebagai perantara 

penjual dan pembeli, mencarikan barang bagi pembeli dan atau menjualkan 

barang bagi penjual. Seorang makelar dalam menawarkan kepada pembeli 

biasanya lebih tinggi dari harga awal. Dengan maksud makelar mencari 

untung dalam transaksi dan sebagai upah makelar, yang demikian hanya 

                                                             
8
 Akhsan Zamzami, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Makelar Jual Beli Bawang 

Merah (Studi Kasus di Desa Keboledan Wanasari Brebes)”, Skripsi, Semarang: Universitas Islam 

Negeri Walisongo, 2012. 
9  Yitna Yuono, “Transaksi Jual Beli Hewan Ternakmelalui Makelar di Tinjau dari 

Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Hewan Muntilan Kabupaten Magelang 2016)”, Skripsi, 

Salatiga: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2016. 
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diketahui oleh pihak penjual dan makelar. Shighah yang diucapkan adalah 

perkataan yang menunjukan permintaan kepada makelar untuk menjualkan 

atau memasarkan hewan ternak. Jual-beli melalui perantara itu di bolehkan, 

asal antara ijab dan qabul sejalan. Dengan demikian maka shighah yang telah 

diucapkan oleh penjual kepada makelar sebagai ijab dari sewa jasa untuk 

mempekerjakan dibolehkan. 

Ketiga,  hasil penelitian Anisa Rahmawati yang berjudul, “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebasan (Petai, Duku, dan Durian) 

Melalui Perantara (Studi Kasus di Desa Kemiri Kecamatan Sigaluh 

Kabupaten Banjarnegara)”.
10

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian yang 

dilakukan, transaksi jual beli tebasan (petai, duku, dan durian) melalui 

perantara yang terjadi di Desa Kemiri tidak sah menurut ketentuan hukum 

Islam karena sebuah transaksi jual beli melalui jasa perantara dengan adanya 

kemanfaatan yang sudah terdapat nilai harganya, akan tetapi pada bentuk, 

ukuran, dan sifatnya masih belum terlihat jelas dan sempurna pada obyek 

yang diperjualbelikan. Akan tetapi dari segi perolehan upah yang didapat dari 

seorang makelar/perantara dalam menjualkan barang tebasan (petai, duku, 

dan durian) sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yaitu dengan cara 

menaikkan harga jual dari harga patokan yang diberikan petani dengan 

adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak, dan upah yang didapat 

makelar dari pembeli/penebas juga berhak diterima sebagai ucapan rasa 

                                                             
10

 Anisa Rahmawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebasan (Petai, 

Duku, dan Durian) Melalui Perantara (Studi Kasus di Desa Kemiri Kecamatan Sigaluh 

Kabupaten Banjarnegara)”, Skripsi, Purwokerto: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

Purwokerto, 2014. 
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terimakasih karena telah ditunjukkan dan diberikan barang tebasan/dagangan 

yang nantinya akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan atas dasar 

suka rela. 

Sebagaimana hasil penelitian-penelitian sebelumnya dapat diketahui 

persamaan dan perbedaan yang akan diteliti oleh peneliti. Persamaan dari 

ketiga hasil penelitian tersebut yaitu sama-sama menggunakan konsep akad 

jual beli yang menggunakan tenaga makelar atau simsar. Sedangkan 

perbedaannya yaitu pada penelitian pertama lebih difokuskan pada sah atau 

tidaknya praktik makelar berdasarkan teori fiqh.  Pada penelitian kedua lebih 

difokuskan kepada praktik makelar dalam akad jual beli yang dilakukan 

untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak. 

Sedangkan pada penelitian ketiga penelitian tersebut lebih difokuskan 

pada transaksi jual beli melalui jasa perantara dengan adanya kemanfaatan 

yang sudah terdapat nilai harganya, akan tetapi pada bentuk, ukuran, dan 

sifatnya masih belum terlihat jelas dan sempurna pada obyek yang 

diperjualbelikan. Sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan yakni 

lebih difokuskan kepada praktik makelar ditinjau dari Hukum Ekonomi 

Syariah. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Makelar 

1. Pengertian Makelar 

Makelar merupakan perantara dalam perdagangan yang 

menjembatani penjual dan pembeli, di zaman kita ini sangat penting 

artinya dibanding dengan masa-masa yang telah lalu, karena terikatnya 

perhubungan perdagangan antara pedagang kolektif dan pedagang 

perorangan. Sehingga makelar dalam hal ini berperanan sangat penting. 

Perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli) yaitu orang yang 

menjualkan barang atau mencarikan pembeli, untuk orang lain dengan 

dasar mendapatkan upah atau komisi atas jasa pekerjaannya. 

Pihak yang menjadi perantara dari transaksi jual beli sering 

disebut dengan istilah simsar. Praktiknya disebut dengan istilah 

samsarah. Definisi samsarah adalah menjadi perantara antara 

penjual dan pembeli. Simsar didefinisikan sebagai pihak yang 

masuk di tengah antara penjual dan pembeli agar terjadi jual beli.
11

 

 

Sebagaimana penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa makelar 

adalah perantara perdagangan atau perantara antara penjual dan pembeli 

untuk memudahkan jual-beli. Makelar berarti sebuah profesi dalam 

menengahi dua kepentingan atau pihak yang berbeda dengan kompensasi 

berupa upah (ujrah) dalam menyelesaikan suatu transaksi. 

 

                                                             
11 Ahmad Sarwat, Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat, (Jakarta: PT. Gramedia 

Pustaka Utama, 2018), 95 
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Makelar adalah seorang perantara yang menghubungkan 

pengusaha dengan pihak kedua untuk mengadakan berbagai 

perjanjian. Makelar atau samsarah merupakan suatu jabatan yang 

diakui oleh undang-undang, maka ia mempunyai tanggungjawab 

yang tidak kecil. Orang yang bertindak sebagai penghubung antara 2 

(dua) belah pihak yang berkepentingan, pada praktiknya lebih 

banyak pada pihak-pihak yang akan melakukan jual-beli. Dalam hal 

ini makelar bertugas untuk menjembatani kepentingan antara pihak 

penjual dan pembeli.
12

 

 

Sebagaimana praktik kerjanya di lapangan banyak cara yang 

dilakukan oleh seorang makelar. Dari yang ingin untung sendiri dengan 

mengorbankan kepentingan salah satu pihak dan tidak bertanggung jawab 

atas risiko yang mungkin terjadi, sampai yang profesional dengan benar-

benar menjembatani kepentingan pihak-pihak yang dihubungkan dan 

dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang menjadi simsar dinamakan 

komisioner, makelar dan agen. Keberadaannya bergantung pada 

persyaratan atau ketentuan menurut hukum. Makelar bertugas sebagai 

perantara dalam menjualkan barang-barang dagangan, baik atas nama 

sendiri maupun atas nama perusahaan pemilik barang. 

Makelar berfungsi sebagai penunjuk jalan dan sebab antara penjual 

dengan pembeli, sehingga banyak membantu dalam proses penjualan 

barang suatu perushaan atau milik perseorangan. Dengan kata lain, 

makelar mempunyai fungsi sebagai seseorang yang menjalankan mandat 

yang diberikan oleh pemberi kuasa untuk menjualkan atau mencarikan 

barang yang dibutuhkan oleh para pemakai jasa makelar, dengan 

menerima upah atas usahanya atau profesi pesanan (order). Selain dari 

                                                             
12 M. Tohar, Membuka Usaha Kecil, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), 90 
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pada itu fungsi makelar juga memiliki wewenang mengadakan perjanjian-

perjanjian atas pesanan atas biaya orang lain, tetapi perbuatan-perbuatan 

ini dilakukan juga oleh seorang pesuruh dan dengan sendiri juga oleh 

seorang makelar. 

2. Rukun, Syarat dan Dasar Hukum Makelar 

Sahnya pekerjaan simsar/makelar harus memenuhi beberapa syarat 

antara lain sebagai berikut: 

a. Persetujuan kedua belah pihak, sebagaimana Firman Allah SWT 

                             

                            

     

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di 

antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya 

Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nissa‟ : 29)
13

 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa hal yang terpenting dalam 

muamalah itu adalah keridaan kedua belah pihak dalam berakad. 

b. Obyek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat 

diserahkan. Obyek akad bukan hal-hal yang maksiat atau haram. 

c. Dari pekerjaan seperti makelar ini dibolehkan memungut upah 

(ijarah). 

                                                             
13 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 

2014), 83 
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Menurut Mazhab Hambali pekerjaan yang tidak boleh 

memungut upah adalah seperti adzan, iqamah, mengajarkan Al-

Qur‟an, fiqh, badal haji dan puasa qadha‟. Namun, boleh mengambil 

upah dari pekerjaan-pekerjaan tersebut jika termasuk pada mashalih. 

Mazhab Maliki, Syafi‟i, dan Ibnu Hazm membolehkan 

mengambil upah sebagai imbalan mengajarkan Al-Qur‟an dan ilmu-

ilmu karena itu termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan 

dengan tenaga yang diketahui pula. Ibnu Hazm mengatakan bahwa 

pengambilan upah sebagai imbalan mengajar Al-Qur‟an dan 

pengajaran ilmu, baik secara bulanan maupun sekaligus karena nash 

yang melarang tidak ada. 

Beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam ijarah 

yaitu diantaranya Mu‟jir dan Musta‟jir, yaitu orang yang 

melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah itu baligh, 

berakal, cakap, berlaku tasharuf, dan saling meridho‟i. Shighat ijab 

Kabul antara Mu‟jir dan Musta‟jir. Ujrah, disyaratkan diketahui 

jumlahnya oleh kedua pihak, baik dalam sewa-menyewa ataupun 

upah-mengupah. 

Para ulama‟ menetapkan syarat upah yaitu: 

a. Berupa harta tetap yang dapat diketahui. 

b. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah.
14

 

 

Pekerjaan yang dilakukan itu harus yang diperbolehkan oleh Islam 

dan aqad atau transaksinya berjalan sesuai dengan atau Islam. Bila 

pekerjaan itu haram, sekalipun dilakukan oleh orang non muslim juga 

tetap tidak diperbolehkan. 

Makelar yaitu seseorang yang menjualkan barang orang lain atas 

dasar bahwa seseorang itu akan diberi upah oleh yang punya barang 

                                                             
14 Harun, Fiqh Muamalah...,125 

https://www.google.co.id/search?hl=id&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Drs.+Harun,+M.H.%22
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sesuai dengan usahanya. Dasar hukum samsarah berdasarkan Firman 

Allah SWT 

                          

                            

                       

                 

Artinya: “Dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan 

saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, 

sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah 

datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah 

takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia 

barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat 

kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian 

itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman". 

(Q.S. Al-A'raf : 85)
15

 

 

Dan sesuai hadist Nabi yang artinya: “Berikanlah upah pekerja 

sebelum keringatnya kering”. (hadis riwayat Ibnu Maajah)
16

 

Hadits tersebut menjelaskan bahwa jangan pernah menunda-nunda 

upah para pekerja, apabila mereka telah melakukan pekerjaan maka 

bayarlah upah atau jerih payah mereka pada waktunya karena Allah 

paling benci bagi orang yang menunda-nunda upah pekerja. Tidak ada 

salahnya kalau makelar mendapatkan upah berupa uang dalam jumlah 

tertentu, atau secara persentase dari keuntungannya atau dengan cara 

apapun yang mereka sepakati bersama. 

                                                             
15 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya...,161 
16 Ibn Hajar Al-Asqalani, Bulugul Maram: Panduan Lengkap Masalah Fiqih, Akhlak, dan 

Keutamaan Amal (Penerjemah Irfan Maulana Hakim), (Bandung: Mizan Pustaka, 2010),161 

https://www.google.co.id/search?hl=id&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ibn+Hajar+Al-Asqalani%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
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Apabila terdapat unsur kezaliman (dzulm) dalam pemenuhan hak 

dan kewajiban, seperti seseorang yang belum menyelesaikan 

pekerjaannya dalam batas waktu tertentu maka ia tidak mendapat imbalan 

yang sesuai dengan kerja yang telah dilakukan. Praktik samsarah seperti 

ini tidak benar, karena sekalipun pekerjaan tersebut tidak diselesaikan 

pada waktu yang telah ditentukan setidaknya para penyewa jasa tersebut 

menghargai jerih payah yang dilakukan oleh pekerja tersebut yaitu dengan 

membayar setengah dari total upah pekerja. 

3. Konsekuensi Hukum Mengenai Makelar 

Hubungan hukum yang mengikat antara makelar dengan prinsipal 

merupakan perjanjian pemberian kuasa. Menurut KUHPerdata pasal 

1792, pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang 

memberi kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk dan atas 

namanya menyelenggarakan suatu urusan.
17

 Sesuai dengan karakter 

makelar tersebut, bahwa makelar mempunyai tugas yang bersumber dari 

amanat prinsipal. Tugas tersebut adalah untuk kepentingan prinsipal, 

namun dijalankan oleh makelar sebagai perwakilan dari prinsipal. 

Bila terjadi wanprestasi oleh prinsipal terhadap makelarnya, maka 

makelar berhak untuk menuntut suatu ganti rugi atau kompensasi dari 

makelar berdasarkan perjanjian pemberian kuasa yang telah disepakati 

atau sesuai dengan Pasal 1812 KUHPerdata yang menyatakan bahwa si 

kuasa adalah berhak untuk menahan segala apa kepunyaan si pemberi 

                                                             
17 Soedharyo Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2016), 445 
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kuasa yang berada di tangannya, hingga padanya telah dibayar lunas 

segala apa yang dapat dituntutnya sebagai akibat pemberian kuasa 

(komisi).
18

 Bila wanprestasi dilakukan prinsipal terhadap pihak 

rekanannya, maka prinsipal bertanggung jawab langsung kepada pihak 

rekanan tersebut dengan tidak melibatkan makelar, kecuali ditentukan 

sebaliknya. Bila terjadi wanprestasi oleh pihak rekanan terhadap prinsipal, 

maka pihak rekanan bertanggungjawab langsung kepada prinsipal akan 

tuntutan pemenuhan prestasinya atau membayar sejumlah ganti rugi.  

KUHPerdata Pasal 1806 Penerima kuasa yang telah 

memberitahukan secara sah hal kuasanya kepada orang yang dengannya 

ia mengadakan suatu persetujuan dalam kedudukan sebagai penerima 

kuasa, tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi diluar batas kuasa 

itu, kecuali jika ia secara pribadi mengikatkan diri untuk itu.
19

 Pasal 1799 

KUHPerdata Si pemberi kuasa dapat menggugat secara langsung orang 

dengan siapa si kuasa telah bertindak dalam kedudukannya, dan menuntut 

daripadanya pemenuhan perjanjiannya. Bila terjadi kerugian akibat 

wanprestasi oleh makelar yang ditunjuk oleh prinsipal, maka makelar 

bertanggungjawab sepenuhnya kepada prinsipal berdasarkan perjanjian 

pemberian kuasa yang telah mereka sepakati. 
20

 

Sesuai dengan pasal 1797 KUHPerdata yang menyatakan bahwa si 

kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui 

kewenangan yang diberikan padanya dan kewenangan yang diberikan 

                                                             
18 Ibid, 449 
19 Ibid, 448 
20 Ibid, 446 
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untuk menyelesaikan suatu sengketa dengan jalan perdamaian, tidak 

berarti juga mempunyai kewenangan untuk mennyerahkan sengketa ini 

kepada putusan wasit. 
21

 

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Untuk Indonesia Bagian 

Kedua Tentang Makelar pasal 62 berbunyi makelar adalah seorang 

pedagang-perantara yang diangkat oleh Presiden atau oleh pembesar yang 

oleh Presiden telah dinyatakan berwenang untuk itu. Ia menyelenggarakan 

perusahaannya dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana 

termaktub dalam pasal 64, seraya mendapat upahan atau provisi tertentu, 

atas amanat dan nama orang-orang dengan siapa ia tak mempunyai 

sesuatu hubungan yang tetap. Sebelum diperbolehkan melakukan 

pekerjaannya, ia harus bersumpah dimuka Pengadilan Negeri yang mana 

ia termasuk dalam daerah hukumnya, bahwa ia dengan tulus hati akan 

menunaikan segala kewajiban yang dibebankan kepadanya.
22

 

Pasal 63 Tindakan-tindakan para pedagang-perantara yang tidak 

diangkat seperti diatas, tak melahirkan akibat-akibat hukum yang lebih 

daripada akibat-akibat yang timbul dari tiap-tiap persetujuan pemberian 

kuasa.
23

 Pasal 64 Pekerjaan makelar ialah: melakukan penjualan dan 

pembelian bagi majikannya akan barang-barang dagangan dan lainnya, 

kapal-kapal, andil-andil dalam dana umum dan efek-efek lainnya, 

obligasi-obligasi, surat-surat wesel, surat-surat order dan surat-surat 

                                                             
21

 Ibid 
22  Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Untuk Indonesia Bagian Kedua Tentang 

Makelar pasal 62 
23 Ibid 
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dagang lainnya, pula untuk menyelenggarakan perdiscontoan, 

pertanggungan, perutangan dengan jaminan kapal dan pencarteran kapal, 

perutangan uang atau lainnya.
24

 

Pasal 65 Pengangkatan para makelar itu ada yang umum, yaitu 

untuk segala jenis mata perusahaan, dan ada juga yang dalam aktanya 

ditentukan, untuk, jenis atau jenis-jenis mata perusahaan apa mereka 

diperbolehkan menyelenggarakan permakelaran mereka. Dalam jenis atau 

jenis-jenis mata perusahaan dalam mana mereka diangkat menjadi 

makelar itu, atas tanggungan sendiripun tak bolehlah mereka, baik dengan 

diri sendiri maupun dengan perantaraan atau bersama-sama dengan orang 

lain, maupun pula dalam kongsi, berdagang atau menjadi penanggung 

atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan perantaraan meraka.
25

 

Pasal 66 Tiap-tiap makelar diwajibkan tiap-tiap kali setelah 

menutup sesuatu perbuatan segera mencatan dalam buku sakunya dan 

tiap-tiap hari memindah bukukannya dalam buku hariannya, tanpa sela-

sela kosong, garis-garis- sela atau catatan-catatan dalam jihat dan dengan 

penyebutan yang jelas tentang nama dari dengan penyebutan yang jelas 

tentang nama dari pihak-pihak yang bersangkutan, tentang waktu 

perbuatan dan penyeahan, tentang macam, jumlah dan syarat-syarat 

daripada perbuatan yang ditutupnya.
26

 

Pasal 67 Tiap-tiap makelar diwajibkan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan sewaktu-sewaktu dan apabila yang belakangan ini 
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menghendakinya, memberi kutipan dari bukunya, yang memuat segala 

apa tercatat didalamnya mengenai perbuatan yang menyangkut pihak 

tersebut. Hakim berhak memerintahkan kepada tiap-tiap makelar, akan 

menyelenggarakan pembuatan buku-bukunya dimuka Pengadilan, agar 

kutipan-kutipan yang telah diberkan olehnya dapat dicocok bandingkan 

dengan catatan aslinya, pula untuk meminta keterangan-keterangan 

penjelasan tentang hal itu darinya.
27

 

Pasal 68 Jika sesuatu perbuatan tidak sama sekali disangkal, maka 

catatan-catatan dalam buku-buku makelar sekedar telah dipindah-bukukan 

dalam buku harian, berlaku antara kedua belah pihak sebagai bukti 

tentang harga untuk mana dan syarat-syarat dengan mana perbuatan itu 

telah ditutupnya.
28

 Pasal  69 Tiap-tiap makelar yang oleh pihak-pihak 

yang bersangkutan tidak dibebaskan dalam hal ini, iapun dari tiap-tiap 

party barang yang dengan perantaraan dia telah dijual atas monster, 

diwajibkan menyimpan monster itu sampai selesainya penyerahan dan 

menandainya dengan catatan-catatan secukupnya supaya dapat dikenali 

kembali.
29

 

Pasal 70 Tiap-tiap makelar yang, setelah menutup jualbeli 

menganai surat-wesel atau surat berharga lainnya yang seperti surat-wesel 

dapat dipergadangkan, menyerahkan surat itu kepada sipembeli, iapun 

bertanggung-jawab atas keaslian tandatangan sepenjual diatas wesel itu.
30
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Pasal 71 Tiap-tiap makelar yang bersalah melanggar sesuatu ketentuan 

dalam bagian ini sekedar berlaku baginya, iapun oleh pejabat umum yang 

mengangkatnya, dan tergantung pada keadaannya, harus dibebaskan dari 

tugasnya atau dilepas dari jabatannya, dengan tak mengurangi akan 

hukuman-hukuman yang ditentukan, pula akan biaya, rugi dan bunga, 

yang mana ia wajib menggantinya sebagai sipenerima-kuasa.
31

 

Pasal 72 Karena keadaan pailit, maka seorang makelar harus 

dibebaskan dari tugasnya, untuk kemudian oleh Hakim dilepas dari 

jabatannya.  Dalam hal adanya pelanggaran atas larangan termaksud 

dalam ayat kedua pasal 65, maka seorang makelar yang pailit harus 

dipecat dari jabatannya.
32

 Pasal 73  Seorang makelar yang telah dilepas 

dari jabatannya, maka sekali-kali tak boleh diangkat kembali dalam 

jabatannya itu.
33

 

4. Cara Kerja Makelar 

Brokerpreneur merupakan cikal bakal penggabungan kata yang 

berasal dari profesi makelar, broker, calo, atau sebutan lainnya yang 

posisinya sama. Sebutan brokerpreneur sebenarnya untuk profesi 

pengusaha yang tugas utamanya menjualkan produk orang lain. Namun, 

yang membedakan brokerpreneur dengan makelar adalah cara menjual 

sesuatu dengan sistem terpola. Sistem disini meliputi kontrol produksi, 

branding, kemasan (performance), target pasar, dan kontinuitas passive 

income untuk kedua belah pihak. Dengan kata lain, untuk menjadi 

                                                             
31 Ibid 
32 Ibid 
33 Ibid 



22 
 

brokerpreneur seseorang harus memiliki sejumlah bekal khusus dan 

melakukan perannya sebagai perantara layaknya seorang produsen yang 

memiliki strategi pemasaran serta manajemen yang baik. 

Pada prinsipnya cara kerja broker/makelar adalah sebagai 

perantara, mediator, serta fasilitator. Sebagai seorang perantara, 

makelar menjembatani atau menjadi mediator dan fasilitator bagi 

bertemunya penjual dan pembeli atau kedua-duanya dalam satu 

transaksi yang saling membutuhkan. Makelar sendiri menjadi 

fasilitator atas pertemuan tersebut dan mendapatkan komisi dari hasil 

perantaranya itu. Baik dari pembeli ataupun penjual, tergantung dari 

posisinya saat melakukan perjanjian.
34

 

 

Secara praktis, cara makelar memulai pekerjaannya sebagai 

berikut: 

a. Mencari informasi tentang orang-orang yang akan menjual barang 

atau jasanya beserta calon pembelinya. 

b. Fokuskan bidang yang akan menjadi target penjualan atau sasaran 

yang membutuhkan perantara. 

c. Mencari calon pembeli atau penjual potensial. 

5. Jenis-jenis Makelar Berdasarkan Bidang Garapannya 

Jenis-jenis bidang garapan yang bisa dikerjakan oleh Makelar 

sangat banyak jika dilihat dari pengertian dan cara kerjanya sebagai 

perantara antara penjual dan pembeli. Apapun yang bisa dijual, maka 

itulah yang bisa diperantarai oleh makelar. Setiap barang dagangan yang 

menghasilkan profit, maka disitulah peluang bagi seorang 
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makelar/Makelar untuk menjembatani antara penjual dan pembeli dalam 

transaksi barang dagangan tersebut. 

Berikut beberapa bidang yang memiliki peluang besar dan sangat 

menguntungkan yang bisa digarap oleh makelar/broker: 

a. Makelar Properti 

Makelar properti merupakan istilah keren dari pialang atau 

makelar properti. Makelar properti bertugas menjembatani investor 

atau pembeli dan penjual. Keberadaan makelar properti sangat 

membantu bagi para penjual atau pembeli yang ingin menjual, 

membeli, atau menyewa properti yang diinginkan.
35

 Jasa makelar 

properti ditopang oleh sinergi dukungan lima stakeholder utama yaitu 

pemerintah, perbankan, developer (pengembang), asosiasi, dan 

masyarakat. 

Menurut Permendag No. 33 tahun 2018 tentang perusahaan 

perantara perdagangan properti. Pada tanggal 3 Agustus 2017, 

Pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan Peraturan 

Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2017 tentang 

Perusahaan Perantara Perdagangan Properti. Peraturan ini dibuat 

mengingat Permendag No. 33/2008 tentang Perusahaan Perantara 

Perdagangan Properti dan Permendag No. 107/2015 tentang 

Perubahan atas Permendag No. 33/2008 sudah tidak sesuai dengan 

perkembangan usaha perusahaan perantara perdangan properti. Selain 
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itu, penerbitan Permendag No. 51/2017 juga bertujuan untuk 

terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat dengan para pelaku 

usaha yang profesional guna menumbuhkan industri properti. 

Perusahaan Perantara Perdagangan Properti adalah badan 

usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum 

yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha perantaraan jual 

beli, perantaraan sewa-menyewa, penelitian dan pengkajian, 

pemasaran, serta konsultasi dan penyebaran informasi yang berkaitan 

dengan properti berdasarkan perintah Pengguna Jasa yang diatur 

dalam perjanjian tertulis. Kegiatan usaha perantaraan perdagangan 

properti di wilayah NKRI hanya dapat dilakukan oleh perusahaan 

penanaman modal dalam negeri dengan opsi untuk bekerja sama 

dengan perusahaan asing melalui sistem waralaba.
36

 

Jasa jual beli properti meliputi menerima dan melaksanaan 

pekerjaan menjual dan/atau membeli properti sesuai dengan perjanjian 

tertulis dengan komisi minimal 2% dan maksimal 5% dari nilai 

transaksi. Jasa sewa-menyewa properti meliputi menerima dan 

melaksanaan pekerjaan untuk mencari penyewa atau menyewakan 

properti sesuai dengan perjanjian tertulis dengan komisi minimal 5% 

dan maksimal 8% dari nilai transaksi. 
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b. Makelar Saham 

Makelar saham identik dengan dunia saham, karena memang 

makelar ini bekerja dalam bidang perdagangan saham atau transaksi 

saham. Maka dari itu makelar saham memerlukan informasi terkini 

mengenai dunia saham dan pengetahuan yang tinggi dalam dunia 

saham. Jika seorang makelar saham tidak memiliki kemampuan yang 

tinggi dalam dunia saham dan kekurangan cara dalam nmendapatkan 

informasi terkini mengenai perdagangan saham saat ini.
37

 

Dalam pekerjaanya, makelar saham selalu membutuhkan 

komunikasi langsung dengan klien mereka. Terlebih lagi makelar 

saham memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam setiap pergerakan 

saham dari perusahaan yang mereka tangani. Para makelar saham 

harus sering mendapatkan informasi mengenai forex atau saham forex 

melalui berbagai media. 

c. Makelar Kendaraan Bekas 

Saat ini jual beli kendaraan bekas terus mengalami 

peningkatan tajam seiring banyaknya konsumen yang 

menginginkannya. Selain harganya yang relatif menurun dari waktu 

ke waktu, kualitas barangnya pun masih layak pakai. Peran makelar 

disini adalah mencari pembeli dan penjual kendaraan bekas. Makelar 

membantu mempertemukan pembeli dan penjual secara langsung.
38
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Selanjutnya penjual dan pembeli sendirilah yang akan 

melakukan tawar menawar harga. Setelah tercapai kesepakatan, 

makelar akan mendapatkan komisi, baik dari pihak pembeli maupun 

penjual tergantung pada kesepakatan awal. Selain mempertemukan 

antara penjual dan pembeli, Makelar kendaraan bekas adalah 

membantu mengecek kondisi kendaraan seperti bodi, dokumen-

dokumen kendaraan, dan pengecekan fisik lainnya. 

d. Makelar Asuransi 

Makelar asuransi adalah suatu badan hukum yang dibentuk 

dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan suatu badan 

yang dapat membantu mereka membeli produk asuransi dan 

mendampingi pada saat terjadi klaim. Dengan berbekal pengetahuan 

dan pengalaman dalam menangani asuransi, makelar akan membantu 

nasabah/tertanggung dalam mengondisikan luas jaminan (insurance 

coverage). Seorang makelar asuransi bisa bekerja sebagai konsultan 

sekaligus partner lembaga asuransi tertentu.
39

 

e. Makelar Promosi atau Biro Iklan 

Biro iklan adalah perantara yang berada ditengah-tengah orang 

yang ingin memasang iklan dan orang yang menyediakan tempat 

untuk memasangkan iklan. Biro iklan atau yang disebut advertising 

agency juga diartikan sebagai suatu organisasi usaha yang memiliki 

keahlian untuk merancang, mengoordinasi, mengelola, dan/atau 
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memajukan merek, pesan, dan/atau komunikasi pemasaran untuk dan 

atas nama pengiklan dengan memperoleh imbalan atas layanan 

tersebut.
40

 

Peran utama biro iklan adalah merancang dan melaksanakan 

kampanye periklanan bagi para kliennya. Namun, peran biro iklan 

tergantung dari jenis biro iklan itu sendiri. Ada biro iklan yang 

menyediakan semua layanan, ada yang hanya menawarkan media, ada 

yang hanya merancang iklan, dan ada pula yang menawarkan layanan 

khusus. 

f. Biro Jodoh 

Biro jodoh atau makelar jodoh ini adalah salah satu bisnis yang 

bisa mendatangkan keuntungan luar biasa. Biro jodoh kini bukan lagi 

hal tabu karena sudah menjadi semacam kebutuhan tak terelakkan 

bagi para lajang yang terlalu sibuk memikirkan karier. Dengan adanya 

biro jodoh, mereka bisa mendapatkan jodoh yang diinginkan dengan 

mudah.
41

 

 

B. Ijarah 

1. Definisi Ijarah 

Akad dalam Islam memiliki cakupan yang luas, yaitu pada semua 

bentuk perjanjian atau kesepakatan  yang melibatkan dua belah pihak atau 

lebih melalui sebuah ijab dan kabul. Akad-akad tersebut baru sah dan 
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efektif apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh 

syariat. Perbedaan dari akad-akad terseb ut hanya terletak pada lafaz-lafaz 

(penyebutan) menurut apa yang diakadkan. 

Ijarah adalah suatu perjanjian tentang pemakaian dan 

pengambilan manfaat dari suatu benda, binatang, atau manusia. 

Jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali. Dengan 

kata lain, dengan terjadinya akad sewa menyewa tersebut yang 

berpindah hanyalah manfaat barang atau manusia.
42

 

 

Penjelasan di atas dapat di ketahui bahwa akad ijarah antara 

penyewa dan orang yang disewa untuk menjual manfaat atas suatu objek 

berupa jasa maupun barang dengan menentukan biaya sewa yang 

disepakati oleh pihak penyewa dan pihak yang disewa dengan jumlah dan 

batas tertentu yang telah disepakati kedua belah pihak. 

Pengertian secara terminologi, al-ijarah adalah akad 

pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran 

upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas 

barang itu sendiri. Al-ijarah secara sederhana dapat diartikan dengan 

akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila 

yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu 

benda disebut ijarah al ain. Bila yang menjadi objek transaksi 

manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut ijarah ad-Dzimmah 

atau upah mengupah. Sekalipun obyeknya berbeda keduanya dalam 

konteks fiqh disebut al-ijarah.
43

 

 

Pengertian di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan 

ijarah adalah suatu perjanjian tentang pemakaian dan pengambilan 

manfaat dari suatu benda, binatang, atau manusia. Dalam hal ini bendanya 

tidak berkurang sama sekali. Namun, terjadinya akad ijarah tersebut, 
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yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan baik berupa 

manfaat barang, manfaat tenaga serta pikiran orang lain. 

Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

Pembiayaan Ijarah memberikan pengertian akad ijarah yaitu akad 

pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu 

tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan 

pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
44

 

 

Berdasarkan penjelasan mengenai akad ijarah dalam penjelasan 

dalam fatwa DSN terkait pembiayaan berdasarkan akad ijarah dapat 

dipahami bahwa dalam pembiayaan ijarah, tidak perlu membeli dan 

membalik nama objek sewa dengan fasilitas pembiayaan ijarah tersebut. 

KHES Buku II Bab I Pasal 20 ayat 9 menyatakan bahwa “ijarah 

adalah sewa baang dalam jangka waktu tetentu dengan pembayaran”.
45

 

Dengan demikian ijarah adalah akad pemindahan hak atas barang atau 

jasa (manfaat) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas benda 

yang dimanfaatkan melalui pembayaran sewa. 

Ijarah sesungguhnya merupakan transaksi yang memperjual-

belikah manfaat suatu harta benda. Transaksi ijarah merupakan salah 

satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk 

memenuhi kebutuhan hidup. Hal yang harus diperhatikan dalam akad 

ijarah ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan imbal 

balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Manfaat, terkadang berbentuk 

manfaat barang, terkadang berbentuk karya, terkadang manfaat itu 
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berbentuk sebagai pekerja pribadi seseorang yang mencurahkan tenaga, 

seperti khadam (bujang) dan para pekerja. 

Maka yang menjadi objek dalam akad ijarah adalah manfaat itu 

sendiri, bukan bendanya. Dalam akad ijarah tidak selamanya manfaat 

diperoleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga 

manusia. Ijarah dalam pengertian ini bisa disamakan dengan upah 

mengupah dalam masyarakat. 

Pekerjaan makelar menurut pandangan islam adalah termasuk 

akad ijarah, yaitu suatu perjanjian memanfaatkan suatu barang dengan 

imbalan. Secara lughowi ijarah berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. 

Sedangkan secara istilah, Ijarah adalah akad pemindahan hak guna 

(manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya 

pembayaran upah (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan 

atas barang itu sendiri. 

2. Rukun, Syarat, dan Dasar Hukum Ijarah 

Pengertian rukun adalah sesuatu yang merupakan unsur pokok 

pada sesuatu, dan tidak terwujud jika ia tidak ada.
46

 Rukun ijarah terdiri 

dari muajjir dan musta‟jir, shighat (ijab dan qabul) kemudian upah dan 

manfaat.
47

 Ijarah menjadi sah dengan ijab dan qabul, lafaz sewa atau yang 

berhubungan dengannya, serta lafaz ungkapan apa saja yang dapat 

menunjukkan hal tersebut. Untuk kedua pihak yang melakukan akad di 
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syaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat 

membedakan baik dan benar. Jika salah seorang yang berakad itu gila 

atau anak kecil yang belum mumayyiz, maka akad tersebut menjadi tidak 

sah. 

Sehingga dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa rukun 

ijarah adalah adanya dua pihak yang bertransaksi (Muajir dan musta‟jir), 

shighat transaksi ijarah, adanya manfaat dan adanya upah. 

Syarat sah ijarah adalah sebagai berikut: 

a. Kerelaan dua belah pihak yang melakukan ijarah, untuk kedua orang 

yang berakad disyaratkan telah baligh dan berakal.  

b. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang akan di akadkan 

sehingga mencegah terjadinya perselisihan. Apabila salah seorang di 

antara mereka terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.  

c. Hendaklah barang yang dapat dijadikan transaksi (akad) dapat di 

manfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan Syara‟. Apa 

bila manfaat yang akan menjadi objek ijarah itu tidak jelas, maka 

akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat ini dapat dilakukan dengan 

menjelaskan jenis manfaatnya, dan penjelasan berapa lama manfaat 

ditangan penyewa.  

d. Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan yang di haramkan. 

e. Obyek ijarah bisa diserahkan dan dapat dipergunkana secara langsung 

dan tidak cacat. Fuqaha berpendapat bahwa tidak dibolehkan 

menyewakan sesuatu yang tidak bisa diserah-terimakan dan 

dimanfaatkan langsung oleh penyewa. 

f. Obyek yang disewakan adalah bukan sesuatu kewajiban bagi 

penyewa.  

g. Obyek ijarah adalah sesuatu yang biasa disewakan secara umum. 

h. Imbalan atau upah itu harus berbentuk harta yang mempunyai nilai 

jelas diketahui, baik dengan menyaksikan atau dengan 

menginformasikan ciri-cirinya.  

i. Upah sewa tidak sejenis dengan manfaat yang disewa.
48

 

 

                                                             
48 Harun, Fiqh Muamalah, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 124 

https://www.google.co.id/search?hl=id&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Drs.+Harun,+M.H.%22


32 
 

Akad sewa menyewa ini di syariatkan berdasarkan Al Qur‟an, Al-

Sunnah dan Al -Ijma‟. Firman Allah dalam Sur at At-Talaq sebagai 

berikut: 

                        

                          

                          

       

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu 

bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu 

menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika 

mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka 

berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian 

jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah 

kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala 

sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka 

perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (Q.S. At-Talaq : 

6)
 49

 

 

Ayat tersebut menjelaskan tentang perintah memberi upah bagi 

para ibu yang telah di ceraikan suaminya kemudian menyusui anak dari 

hasil perkawinan sebelumnya. Tradisi bangsa Arab pada zaman dahulu 

adalah menyusukan anaknya kepada orang lain, dari sini muncul istilah 

saudara satu susuan atau ibu susu. Sebagaimana Rasulullah SAW yang 

disusukan kepada Halimah al-Sa‟diyah. 

Rasulullah SAW dalam hadis yang berasal dari Abu Hurairah 

bersabda yang artinya: Dari Abi Hurairah ra, dari Rasulullah SAW 

                                                             
49 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 
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bersabda: Allah SWT berfirman : Tiga golongan manusia yang menjadi 

musuhku dihari kiamat nanti, yaitu seseorang yang memberi kemudian ia 

menghianatinya dan seseorang yang menjual sesuatu tetapi ia memakan 

harganya dan seseorang yang menyewa seseorang untuk di pekerjakan, ia 

memanfaatkannya tetapi belum membayar upahnya. (H.R Muslim)
50

 

Hadis di atas menjelaskan betapa Rasulullah menghargai 

seseorang yang telah memberikan tenaganya untuk di manfaatkan oleh 

orang lain, sehingga beliau mengecam orang yang memanfaatkan tenaga 

pekerja dan tidak memberinya upah, dengan ancaman menjadi salah satu 

musuh Rasulullah SAW di hari akhir kelak.  Ayat Al Qur‟an dan hadis 

tersebut menjadi landasan tentang kebolehan akad ijarah dan tak seorang 

ulama pun yang meniadakan kebolehannya. 

3. Macam-macam Ijarah 

Dilihat dari objeknya, ijarah dapat dibagi menjadi dua macam, 

yaitu ijarah yang bersifat manfaat dan ijarah yang bersifat pekerjaan.
51

 

a. Ijarah yang bersifat manfaat 

Akad sewa menyewa dibolehkan atas manfaat yang mubah, 

diumpamakan sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, dan pakaian 

untuk dipakai (pengantin). Adapun manfaat yang diharamkan maka 

tidak boleh disewakan, karena barangnya diharamkan. Dengan 

demikian, tidak boleh mengambil imbalan untuk manfaat yang 

diharamkan ini. 
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b. Ijarah yang bersifat pekerjaan 

Ijarah atas pekerjaan atau upah-mengupah adalah suatu akad 

ijarah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu 

pekerjaan. Ijarah semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, 

tukang pijat, tukang jahit, dan lain-lain. Orang yang melakukan 

pekerjaan disebut ajir atau tenaga kerja. Ajir atau tenaga kerja ada dua 

macam: 

1) Ajir khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa 

tertentu. 

2) Ajir musytarak, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu 

orang, sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan 

tenaganya.
52

 

 

Sebagaimana penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa ijarah 

dibagi dua yaitu dalam hal manfaat terjadi sewa menyewa dalam bentuk 

benda atau binatang dimana orang yang menyewakan mendapatkan 

imbalan dari penyewa. Sedangkan ysng bersifat pekerjaan terjadi sewa 

menyewa dalam bentuk jasa atau skill (kemampuan). 

Ijarah digolongkan kepada beberapa jenis, yaitu: 

a. A‟mal atau asykhas adalah akad sewa jasa/pekerjaan seseorang. 

Ijarah yang digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan 

membayar upah atas jasa yang diperoleh. Pengguna jasa disebut 

mustajir dan pekerja disebut ajir dan upah yang diberikan disebut 

ujrah (fee). 

b. „ayn (muthlaqah) atau „ala al-a‟yan adalah akad sewa atas manfaat 

barang. 

Ijarah yang digunakan untuk penyewaan aset dengan tujuan untuk 

mengambil manfaat dari aset. Objek sewa pada ijarah ini adalah 

barang dan tidak ada klausul yang membeikan pilihan kepada 

penyewa untuk membeli aset selama masa sewa atau pada akhi masa 

sewa. 
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c. Muntahiya bittamlik yaitu transaksi sewa menyewa antara pemilik 

objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek 

sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa 

baik dengan jual beli atau pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai 

dengan akad. Atau akad ijarah atas manfaat baang yang disertai 

dengan janji pemindahan hak milik atas baang sewa kepada penyewa, 

setelah selesai atau diakhiri akad ijarah. 

d. Ijarah maushufah fi al-dzimmah yaitu akad ijarah atas manfaat suatu 

baang (manfaat „ayn) dan/atau jasa („amal) yang pada saat akad hanya 

disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas). 

e. Ijarah tasyghiliyyah yaitu akad ijarah atas manfaat baang yang tidak 

disetai dengan janji pemindahan hak milik atas baang sewa kepada 

penyewa.
53

 

 

C. Upah 

Persoalan upah dan pengupahan sangat kompleks, dapat berpengaruh 

kepada kegiatan perusahaan secara keseluruhan. Upah adalah hak 

pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai 

imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang 

ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau 

peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan 

keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan 

dilakukan.
54

 

Penentuan upah bisa jadi sesuai dengan kebiasaan atau peraturan yang 

berlaku di sekitar. Bisa juga terjadi dari kesepakatan dari kedua belah pihak, 

bahkan ada pula makelar yang mendapatkan upah dari pihak penjual dan 

pembeli. Makelar berhak menerima imbalan setelah berhasil memenuhi 
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akadnya, sedangkan pihak yang menggunakan jasa makelar harus memenuhi 

dengan segera memberikan imbalannya. 

Secara umum upah merupakan pembayaran yang diterima buruh 

selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan. “Upah 

adalah segala macam bentuk penghasilan (Carning), yang diterima buruh atau 

pegawai (tenaga kerja) baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu 

tertentu pada suatu kegiatan ekonomi. Pengertian upah ini akan termasuk 

tunjangan jaminan sosial yang diterima oleh karyawan”.
55

 Sebagaimana 

penjelasan tersebut upah merupakan pembayaran yang diterima buruh selama 

ia melakukan pekerjaan termasuk tunjangan-tunjangannya, sekedar tunjangan 

itu tidak termasuk tunjangan jaminan sosial. 

Seorang pekerja berhak menerima upahnya ketika sudah 

mengerjakan tugas-tugasnya, maka jika terjadi penunggakan gaji pekerja, 

hal tersebut selain melanggar kontrak kerja juga bertentangan dengan 

prinsip keadilan dalam Islam. Selain ketepatan pengupahan, keadilan juga 

dilihat dari proporsionalnya tingkat pekerja dengan jumlah upah yang 

diterimanya.
56

 

Tujuan dibolehkan ujrah pada dasarnya adalah untuk mendapatkan 

keuntungan materil. Namun itu bukanlah tujuan akhir karena usaha yang 

dilakukan atau upah yang diterima merupakan sarana untuk mendekatkan 

diri kepada Allah SWT. Dengan adanya ijarah akan mampu membina 
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 Zainal Asikin, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2002), 68 
56 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo 
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kerja sama antara mu‟jir dan mus‟tajir. Sehingga akan menciptakan 

kedamaian dihati mereka. Dengan diterimanya upah dari orang yang 

memakai jasa, maka yang memberi jasa dapat memenuhi kebutuhan 

sehari-harinya. Apabila kebutuhan hidup terpenuhi maka musta‟jir tidak 

lagi resah ketika hendak beribadah kepada Allah SWT. Dengan transaksi 

upah-mengupah dapat berdampak positif terhadap masyarakat terutama 

dibidang ekonomi, karena masyarakat dapat mencapai kesejahteraan yang 

lebih tinggi. Bila masing-masing individu dalam suatu masyarakat itu 

lebih dapat memenuhi kebutuhannya, maka masyarakat itu akan tentram 

dan aman. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) 

yaitu penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang 

dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu 

satuan sosial. “Pada penelitian ini peneliti harus terjun langsung ke 

lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat. Terlibat dengan partisipan 

atau masyarakat berarti turut merasakan apa yang mereka rasakan dan 

sekaligus juga mendapatkan gambaran yang lebih komprehenshif tentang 

situasi setempat”.
57

 

Berdasarkan pengertian di atas, maka penelitian ini akan 

menguraikan keadaan yang terjadi dengan jelas dan terperinci, yaitu 

mencari dan memaparkan pengetahuan yang didapat untuk melihat fokus 

masalah yang ditentukan yaitu tentang praktik makelar ditinjau dari 

Hukum Ekonomi Syariah di Konveksi Amin Kelurahan Ganjar Agung 

Kota Metro. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah 

mendeskripsikan seperangkat peristiwa atau kondisi populasi saat ini. 
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Studi deskriptif adalah alat untuk menemukan makna-makna baru, 

menjelaskan sebuah kondisi keberadaan, menentukan frekuensi 

kemunculan sesuatu, dan mengategorikan informasi. 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan 

data seteliti mungkin tentang keadaan yang sedang terjadi. Tujuannya 

adalah untuk mempertegas hasil penelitian agar dapat membantu dalam 

menjelaskan data, keadaan dan fenomena atau gejala sosial dengan lebih 

menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang praktik makelar 

ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah di Konveksi Amin Kelurahan 

Ganjar Agung Kota Metro. 

 

B. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yaitu sumber pertama dimana sebuah data 

dihasilkan. Dengan demikian data primer diperoleh dari sumber data 

primer. Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung 

oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang 

dilakukan dengan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode 

pengumpulan data berupa survei ataupun observasi.
58

 Pada penelitian ini 

yang menjadi sumber utamanya adalah pengelola Konveksi Amin yaitu 
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Aminudin, makelar yaitu Muhajir Haqqiqi, dan para konsumen konveksi 

Amin Kelurahan Ganjar Agung Kota Metro. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber 

kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. Data sekunder 

merupakan struktur data historis mengenai variabel-variabel yang telah 

dikumpulkan dan telah dihimpun sebelumnya oleh pihak lain.
59

 Sumber 

data sekunder adalah literatur-literatur bacaan yang relevan yaitu 

Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat, Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata, Brokerpreneurship: Ragam Ide dan Langkah Praktis 

menjadi Makelar Mapan, Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif 

Hadis Nabi, dan Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek, serta dokumentasi 

dari sumber-sumber yang terkait dengan penelitian ini. Dokumen-

dokumen tersebut berupa profil Konveksi Amin, kwitansi/nota, foto-foto 

penelitian, dan sebagainya yang berkaitan dengan praktik makelar di 

Konveksi Amin Kelurahan Ganjar Agung Kota Metro. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Setelah ditemukan sumber data yang akan digunakan kemudian 

dilakukan pengumpulan data. Data penelitian dikumpulkan sesuai dengan 

rancangan penelitian yang telah ditentukan. Data tersebut diperoleh dengan 
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jalan pengamatan, percobaan atau pengukuran gejala yang diteliti.
60

 

Pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan berbagai metode berikut: 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan “proses interaksi atau komunikasi secara 

langsung antara pewawancara dengan responden. Data yang 

dikumpulkan dapat bersifat fakta, sikap, pendapat, keinginan, dan 

pengalaman”.
 61

 

Wawancara yang dimaksud disini adalah terkait dengan 

pengumpulan data yang akurat untuk keperluan proses pemecah masalah 

tertentu. Acuan wawancara yang digunakan berupa alat pengumpul data 

(APD) yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada 

pengelola Konveksi Amin dan makelar. 

Metode ini digunakan agar peneliti dapat memecahkan berbagai 

pertanyaan yang muncul mengenai praktik makelar ditinjau dari Hukum 

Ekonomi Syariah di Konveksi Amin Kelurahan Ganjar Agung Kota 

Metro. Sumber-sumber yang akan peneliti wawancarai adalah Bapak 

Aminudin selaku pengelola Konveksi Amin, Muhajir Haqqiqi selaku 

makelar, dan Lukman Hakim selaku konsumen. 

2. Dokumentasi  

Teknik dokumentasi yang peneliti gunakan dalam pengumpulan 

data yakni seperti dokumen-dokumen maupun foto-foto kegiatan yang 
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berkaitan dengan penelitiam.
62

 Metode dokumentasi untuk mencari data 

yang diperlukan dalam penelitian yaitu mengenai praktik makelar 

ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah di Konveksi Amin Kelurahan 

Ganjar Agung Kota Metro. 

 

D. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum ke 

lapangan, selama di lapangan, dan setelah pengumpulan data selesai. Analisis 

data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data.
63

 Dalam 

mengarahkan data penelitian, penelitian ini menggunakan cara berfikir 

induktif. Induktif diawali dengan menjelaskan permasalahan-permasalahan 

khusus (mengandung pembuktian dan contoh-contoh fakta) yang diakhiri 

dengan kesimpulan yang berupa pernyataan umum. 

Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisa data, peneliti 

menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut di analisa 

dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi 

tentang praktik makelar ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah di Konveksi 

Amin Kelurahan Ganjar Agung Kota Metro. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Konveksi Amin Kelurahan Ganjar Agung Kota 

Metro 

Konveksi Amin adalah perusahaan perseorangan yang bergerak di 

bidang jasa menjahit dan konveksi. Konveksi Amin didirikan oleh Alm. Haris 

Firdaus yang merupakan ayah kandung dari Aminuddin. Konveksi Amin 

pada awalnya bernama Aris Colection. Setelah meninggalnya Haris Firdaus 

konveksi Aris Colection berganti nama menjadi Konveksi Amin dan saat ini 

usaha konveksi dilanjutkan oleh Aminuddin.
64

 

Usaha ini bergerak dibidang pembuatan seragam sekolah, kantor dan 

seragam lainnya yang di produksi sendiri. Jasa konveksi yang dikerjakan 

antara lain pembuatan seragam sekolah seperti seragam batik, kaos olahraga, 

celana, training, jas lab dan lain-lain. Namun yang sering dikerjakan 

Konveksi Amin adalah kaos olahraga, training dan seragam batik.
65

 

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Konveksi Amin sebagai 

berikut: 

1) 3 unit mesin jahit  

2) 3 unit mesin obras 

3) 1 unit mesin overdeck 

4) Alat sablon 
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5) Dasar, batik dan bahan baku lainnya
66

 

 

B. Praktik Makelar Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah di Konveksi 

Amin Kelurahan Ganjar Agung Kota Metro 

Makelar merupakan perantara perdagangan (antara penjual dan 

pembeli) yaitu orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli, 

untuk orang lain dengan dasar mendapatkan upah atau komisi atas jasa 

pekerjaannya. Dimana makelar adalah sebuah profesi dalam menengahi dua 

kepentingan atau pihak yang berbeda dengan kompensasi berupa upah 

(uj‟roh) dalam menyelesaikan suatu transaksi. Secara umum perantara 

perdagangan yakni orang yang menjualkan barang dan mencarikan pembeli, 

atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual-beli. 

Sebagaimana hasil wawancara dengan pemilik konveksi yakni 

Aminuddin, dapat diketahui bahwa alasan mengapa konveksi amin 

menggunakan jasa makelar adalah untuk mempermudah penjualan produk 

konveksi. Kegiatan jual beli dengan menggunakan jasa makelar dilakukan 

karena terbatasnya waktu dan kemampuan bagi pihak penjual dalam hal ini 

adalah orang yang membutuhkan jasa makelar dan dianggapnya lebih praktis 

dan mudah. Makelar dianggap lebih mengetahui pemasaran. Penggunaan jasa 

makelar sudah menjadi hal biasa dalam usaha konveksi amin dikarenakan 

konveksi amin bingung akan menjual hasil konveksinya pada siapa dan 

konveksi amin juga sibuk akan pekerjaannya. Oleh sebab itulah, konveksi 
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amin mencari makelar sebagai perantara untuk menjualkan hasil konveksinya. 

Karena makelar dianggap lebih mengetahui medan pemasaran dan pasaran.
67

 

Perjanjian sewa jasa makelar yang ada di Konveksi Amin adalah 

secara lisan dimana pihak Konveksi Amin dan makelar melakukan kerjasama 

dibidang penjualan hasil konveksi yakni seragam sekolah dan seragam 

olahraga. Pihak Konveksi Amin menjanjikan akan memberikan upah senilai 

10% dari total penjualan kepada makelar. Makelar menyetujui dan 

melaksanakan kewajibannya menjualkan barang hasil Konveksi Amin 

tersebut ke berbagai sekolah.
68

 

Sistem upah yang diberikan oleh Konveksi Amin kepada makelar 

adalah pihak Konveksi Amin memberikan upah apabila makelar sudah 

memenuhi kewajibannya sebagai perantara perdagangan antara Konveksi 

Amin dan pembeli. Ketika makelar sudah mampu menjualkan barang 

konveksi dan mencapai target penjualan maka pihak Konveksi Amin akan 

memberikan upah kepada makelar sebesar 10% dari total penjualan. Dimana 

total penjualan yang didapatkan oleh makelar sebesar Rp. 76.800.000,- 

sedangkan target penjualan yang diberikan oleh pihak Konveksi Amin
 
yaitu 

sebesar Rp.125.000.000,-. Pihak Konveksi Amin
 
memberikan upah sebesar 

Rp. 5.145.600,-
69
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Kesepakatan yang tidak terpenuhi dalam perjanjian sewa jasa makelar 

adalah pihak Konveksi Amin memberikan upah atau komisi sebesar 6,7% 

dari total penjualan. Setelah barang konveksi terjual, makelar meminta upah 

kepada Konveksi Amin. Tetapi Konveksi Amin hanya memberikan upah 

sebesar 6,7% atau sebesar Rp. 5.145.600,- dari total penjualan. Hal ini 

diberikan oleh Konveksi Amin dikarenakan makelar tidak mencapai target 

penjualan.
70

 

Penyelesaian masalah ketika ada kesepakatan yang tidak terpenuhi 

adalah dengan cara damai yakni kedua belah pihak baik pihak Konveksi 

Amin maupun makelar melakukan kesepakatan secara musyawarah sehingga 

mendapatkan kesepakatan yaitu pihak Konveksi Amin memberikan upah 

10% kepada makelar walaupun target penjualan tidak terpenuhi yakni sebesar 

Rp.125.000.000,- selama satu tahun. Dengan adanya kesepakatan tersebut, 

pihak makelar dan pihak Konveksi Amin telah menyetujui kesepakatan 

tersebut. Sehingga penyelesaian masalah dapat diselesaikan dengan cara 

damai.
71

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan makelar yakni Muhajir Haqqiqi 

dapat diketahui bahwa tugas makelar di Konveksi Amin adalah menjualkan 

dan mempromosikan barang-barang hasil konveksi milik Konveksi Amin 

kepada pembeli. Dimana para pembeli mayoritas merupakan pihak-pihak 
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yang berkecimpung didunia pendidikan, yakni sekolah-sekolah mulai dari 

TK, SD, SMP, SMA, sampai Perguruan Tinggi.
72

 

Fungsi makelar dalam jual beli di Konveksi Amin adalah sebagai 

perantara dalam perdagangan yang menjembatani anatara Konveksi Amin 

dan pembeli. Makelar bertindak sebagai penghubung antara 2 (dua) belah 

pihak yang berkepentingan, yakni pihak-pihak yang akan melakukan jual-

beli. Dalam hal ini makelar berfungsi untuk menjembatani kepentingan antara 

pihak Konveksi Amin dan pembeli.
73

 

Cara kerja makelar dalam memperjualbelikan barang-barang konveksi 

adalah makelar mencari pembeli barang-barang konveksi ke sekolah-sekolah, 

kampus, dan sebagainya. Setelah makelar mendapatkan pembeli maka 

makelar menghubungi pihak Konveksi Amin untuk segera membuat barang 

pesanan yang dipesan oleh pembeli. Setelah barang konveksi seperti jas lab, 

toga maupun seragam sekolah selesai dibuat maka makelar langsung 

mengirimkan barang tersebut kepada pembeli. Setelah makelar mengirimkan 

barang hasil konveksi tersebut, maka makelar meminta pembayaran pesanan 

dari pembeli. Kemudian makelar memberikan pembayaran itu kepada 

Konveksi Amin.
74

 

Sistem upah yang diterima oleh makelar adalah apabila makelar sudah 

menjualkan barang-barang hasil konveksi berupa seragam sekolah, toga, dan 

sebagainya dan mendapatkan pembayaran dari pihak pembeli. Maka pihak 

Konveksi Amin memberikan upah sebesar 10% dari total penjualan. Namun, 
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upah yang diberikan oleh Konveksi Amin tidak sesuai dengan kesepakatan 

awal yakni hanya sebesar 6,7% dari total penjualan. Alasan yang diberikan 

oleh Konveksi Amin bahwa makelar tidak mencapai target penjualan yakni 

tidak mencapai angka Rp. 125.000.000,- selama satu tahun. Sedangkan pada 

kesepakatan awal, seharusnya pihak Konveksi Amin memberikan upah 

sebesar 10% dari total penjualan, bukan dari total target penjualan.
75

 

Yang dilakukan jika upah yang diberikan tidak sesuai kesepakatan 

adalah melalui cara damai yakni melakukan musyawarah antara kedua belah 

pihak sehingga mendapatkan kesepakatan baru. Kesepaktan baru tersebut 

yang digunakan sebagai patokan dalam memberikan upah. Kesepakatan baru 

tersebut adalah pihak Konveksi Amin memberikan upah sebesar 10% kepada 

makelar walaupun makelar tidak memenuhi target penjualan sebesar Rp. 

125.000.000,-. Kesepakatan baru tersebut telah disetujui oleh kedua belah 

pihak yang berakad.
76

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen yakni Lukman 

Hakim sebagai guru olahraga menyatakan bahwa dalam memesan seragam 

olahraga, konsumen memesan melalui makelar yang datang dan 

mempromosikan langsung ke sekolah. Makelar dalam mempromosikan 

barang-barang hasil konveksi cukup profesional dengan menjelaskan 

spesifikasi barang-barang yang dijual. Selain spesifikasi barang, makelar juga 
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memberikan harga yang tidak terlalu mahal, harga yang diberikan sesuai 

dengan arahan dan harga yang diberikan oleh pihak konveksi.
77

 

Sistem pembayaran yang dilakukan dalam transaksi jual beli 

menggunakan jasa makelar adalah konsumen membayar langsung kepada 

makelar yang datang mempromosikan barang-barang hasil konveksi milik 

konveksi amin. Pada saat bertransaksi, konsumen memberikan DP atau uang 

muka sebagai tanda jadi yang mengikat langsung kepada makelar. Konsumen 

tidak berhubungan langsung dengan konveksi amin. Konveksi amin 

digantikan perannya oleh makelar. Oleh karena itu, tugas dari makelar bukan 

mempertemukan konsumen dan konveksi amin melainkan makelar menjadi 

wakil konveksi amin dalam bertransaksi.
78

 

Konsumen ketika bertransaksi tidak memberikan upah kepada 

makelar. Makelar merupakan wakil dari pihak konveksi, sehingga upah yang 

diberikan kepada makelar hanyalah upah yang diberikan oleh konveksi amin 

sebagai pengguna jasa makelar. Konsumen hanya memesan barang kepada 

konveksi amin melalui makelar yang disewanya dan tidak memberikan 

imbalan apapun kepada makelar.
79

 

Konsumen dan konveksi amin tidak pernah terjadi masalah apapun 

ketika bertransaksi dalam menggunakan jasa makelar. Hal tersebut karena 

makelar hanya sebagai perantara dan wakil pihak konveksi amin. Jika ada 

permasalahanpun hanya akan terjadi antara pihak konveksi amin dan makelar 

itu sendiri, bukan antara konsumen dan makelar. Dengan kata lain, konsumen 
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hanya membeli barang konveksi melalui makelar dan pelunasannya pun 

melalui makelar.
80

 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat peneliti analisis bahwa 

dalam melakukan jual beli barang-barang hasil konveksi, konveksi amin 

menggunakan jasa makelar. Kesepakatan yang terjadi antara konveksi amin 

dan makelar adalah makelar bertugas menjualkan dan mempromosikan 

barang-barang hasil konveksi kepada konsumen. Tidak hanya menjualkan 

barang-barang hasil konveksi, makelar juga bertugas sebagai wakil dari pihak 

konveksi amin dalam hal pembayaran atau pelunasan oleh konsumen. Pihak 

konveksi amin hanya bertugas membuat pesanan yang diminta oleh 

konsumen dan menerima pembayaran dari konsumen melalui makelar. 

Hal tersebut sesuai dengan teori makelar adalah seorang perantara 

yang menghubungkan pengusaha dengan pihak kedua untuk mengadakan 

berbagai perjanjian. Makelar merupakan suatu jabatan yang diakui oleh 

undang-undang, maka ia mempunyai tanggungjawab yang tidak kecil. Orang 

yang bertindak sebagai penghubung antara 2 (dua) belah pihak yang 

berkepentingan, pada praktiknya lebih banyak pada pihak-pihak yang akan 

melakukan jual-beli. Dalam hal ini makelar bertugas untuk menjembatani 

kepentingan antara pihak penjual dan pembeli.
81

 

Orang yang menjadi makelar keberadaannya bergantung pada 

persyaratan atau ketentuan menurut hukum. Makelar bertugas sebagai 

perantara dalam menjualkan barang-barang dagangan, baik atas nama sendiri 
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maupun atas nama perusahaan pemilik barang. Makelar berfungsi sebagai 

penunjuk jalan dan sebab antara penjual dengan pembeli, sehingga banyak 

membantu dalam proses penjualan barang suatu perushaan atau milik 

perseorangan. Dengan kata lain, makelar mempunyai fungsi sebagai 

seseorang yang menjalankan mandat yang diberikan oleh pemberi kuasa 

untuk menjualkan atau mencarikan barang yang dibutuhkan oleh para 

pemakai jasa makelar, dengan menerima upah atas usahanya atau profesi 

pesanan (order). Selain dari pada itu fungsi makelar juga memiliki wewenang 

mengadakan perjanjian-perjanjian atas pesanan atas biaya orang lain, tetapi 

perbuatan-perbuatan ini dilakukan juga oleh seorang pesuruh dan dengan 

sendiri juga oleh seorang makelar. 

Sahnya pekerjaan makelar harus memenuhi beberapa syarat yaitu 

persetujuan kedua belah pihak. Obyek akad bisa diketahui manfaatnya secara 

nyata dan dapat diserahkan. Obyek akad bukan hal-hal yang maksiat atau 

haram. Dari pekerjaan seperti makelar ini dibolehkan memungut upah 

(ijarah). Akad dalam Islam memiliki cakupan yang luas, yaitu pada semua 

bentuk perjanjian atau kesepakatan  yang melibatkan dua belah pihak atau 

lebih melalui sebuah ijab dan kabul. Akad-akad tersebut baru sah dan efektif 

apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syariat. 

Perbedaan dari akad-akad terseb ut hanya terletak pada lafaz-lafaz 

(penyebutan) menurut apa yang diakadkan. 

Ijarah adalah suatu perjanjian tentang pemakaian dan pengambilan 

manfaat dari suatu benda, binatang, atau manusia. Jadi dalam hal ini 
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bendanya tidak berkurang sama sekali. Dengan kata lain, dengan terjadinya 

akad sewa menyewa tersebut yang berpindah hanyalah manfaat barang atau 

manusia.
82

 Penjelasan tersebut dapat di ketahui bahwa akad ijarah antara 

penyewa dan orang yang disewa untuk menjual manfaat atas suatu objek 

berupa jasa maupun barang dengan menentukan biaya sewa yang disepakati 

oleh pihak penyewa dan pihak yang disewa dengan jumlah dan batas tertentu 

yang telah disepakati kedua belah pihak. 

Hal yang harus diperhatikan dalam akad ijarah ini adalah bahwa 

pembayaran oleh penyewa merupakan imbal balik dari manfaat yang telah ia 

nikmati. Manfaat, terkadang berbentuk manfaat barang, terkadang berbentuk 

karya, terkadang manfaat itu berbentuk sebagai pekerja pribadi seseorang 

yang mencurahkan tenaga, seperti khadam (bujang) dan para pekerja. 

Maka yang menjadi objek dalam akad ijarah adalah manfaat itu 

sendiri, bukan bendanya. Dalam akad ijarah tidak selamanya manfaat 

diperoleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga 

manusia. Ijarah dalam pengertian ini bisa disamakan dengan upah mengupah 

dalam masyarakat. 

Pekerjaan makelar menurut pandangan Islam adalah termasuk akad 

ijarah, yaitu suatu perjanjian memanfaatkan suatu barang dengan imbalan. 

Ijarah berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. Sedangkan secara istilah, Ijarah 

adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam 
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waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (ujrah) tanpa diikuti dengan 

pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. 

Sistem upah yang dilakukan kepada makelar yaitu makelar hanya 

mendapat upah dari pihak konveksi amin dan tidak mendapat upah atau 

imbalan apapun dari pihak konsumen. Yang bertanggungjawab atas upah 

makelar, sepenuhnya adalah pihak konveksi amin. Kesepakatan awal antara 

pihak konveksi amin dan makelar yakni pihak konveksi amin memberikan 

upah sebesar 10% dari total penjualan. Namun, setelah makelar memenuhi 

tugasnya dan mendapatkan hasil, pihak konveksi amin tidak memenuhinya. 

Pihak konveksi amin hanya memberikan upah sebesar 6,7% dimana pihak 

konveksi amin beralasan bahwa makelar tidak mencapai target penjualan 

sebesar Rp. 125.000.000,- selama satu tahun. 

Hubungan hukum yang mengikat antara makelar dengan prinsipal 

merupakan perjanjian pemberian kuasa. Menurut KUHPerdata pasal 1792, 

pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberi 

kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya 

menyelenggarakan suatu urusan.
83

 Sesuai dengan karakter makelar tersebut, 

bahwa makelar mempunyai tugas yang bersumber dari amanat prinsipal. 

Tugas tersebut adalah untuk kepentingan prinsipal, namun dijalankan oleh 

makelar sebagai perwakilan dari prinsipal. Bila terjadi wanprestasi oleh 

prinsipal terhadap makelarnya, maka makelar berhak untuk menuntut suatu 

ganti rugi atau kompensasi dari makelar berdasarkan perjanjian pemberian 
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kuasa yang telah disepakati atau sesuai dengan Pasal 1812 KUHPerdata yang 

menyatakan bahwa si kuasa adalah berhak untuk menahan segala apa 

kepunyaan si pemberi kuasa yang berada di tangannya, hingga padanya telah 

dibayar lunas segala apa yang dapat dituntutnya sebagai akibat pemberian 

kuasa (komisi).
84

 Bila wanprestasi dilakukan prinsipal terhadap pihak 

rekanannya, maka prinsipal bertanggung jawab langsung kepada pihak 

rekanan tersebut dengan tidak melibatkan makelar, kecuali ditentukan 

sebaliknya. Bila terjadi wanprestasi oleh pihak rekanan terhadap prinsipal, 

maka pihak rekanan bertanggungjawab langsung kepada prinsipal akan 

tuntutan pemenuhan prestasinya atau membayar sejumlah ganti rugi.  

KUHPerdata Pasal 1806 Penerima kuasa yang telah memberitahukan 

secara sah hal kuasanya kepada orang yang dengannya ia mengadakan suatu 

persetujuan dalam kedudukan sebagai penerima kuasa, tidak bertanggung 

jawab atas apa yang terjadi diluar batas kuasa itu, kecuali jika ia secara 

pribadi mengikatkan diri untuk itu.
85

 Pasal 1799 KUHPerdata Si pemberi 

kuasa dapat menggugat secara langsung orang dengan siapa si kuasa telah 

bertindak dalam kedudukannya, dan menuntut daripadanya pemenuhan 

perjanjiannya. Bila terjadi kerugian akibat wanprestasi oleh makelar yang 

ditunjuk oleh prinsipal, maka makelar bertanggungjawab sepenuhnya kepada 

prinsipal berdasarkan perjanjian pemberian kuasa yang telah mereka sepakati. 

86
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Selain itu, persoalan upah dan pengupahan sangat kompleks, dapat 

berpengaruh kepada kegiatan perusahaan secara keseluruhan. Upah adalah 

hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai 

imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang 

ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau 

peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan 

keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan 

dilakukan.
87

 

Penentuan upah bisa jadi sesuai dengan kebiasaan atau peraturan yang 

berlaku di sekitar. Bisa juga terjadi dari kesepakatan dari kedua belah pihak, 

bahkan ada pula makelar yang mendapatkan upah dari pihak penjual dan 

pembeli. Makelar berhak menerima imbalan setelah berhasil memenuhi 

akadnya, sedangkan pihak yang menggunakan jasa makelar harus memenuhi 

dengan segera memberikan imbalannya. 

Secara umum upah merupakan pembayaran yang diterima buruh 

selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan. “Upah 

adalah segala macam bentuk penghasilan (Carning), yang diterima buruh atau 

pegawai (tenaga kerja) baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu 

tertentu pada suatu kegiatan ekonomi. Pengertian upah ini akan termasuk 

tunjangan jaminan sosial yang diterima oleh karyawan”.
88

 Sebagaimana 

penjelasan tersebut upah merupakan pembayaran yang diterima buruh selama 
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ia melakukan pekerjaan termasuk tunjangan-tunjangannya, sekedar tunjangan 

itu tidak termasuk tunjangan jaminan sosial. 

Seorang pekerja berhak menerima upahnya ketika sudah mengerjakan 

tugas-tugasnya, maka jika terjadi wanprestasi, hal tersebut selain melanggar 

kontrak kerja juga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Selain 

ketepatan pengupahan, keadilan juga dilihat dari proporsionalnya tingkat 

pekerja dengan jumlah upah yang diterimanya.
89

 

Tujuan dibolehkan ujrah pada dasarnya adalah untuk mendapatkan 

keuntungan materil. Namun itu bukanlah tujuan akhir karena usaha yang 

dilakukan atau upah yang diterima merupakan sarana untuk mendekatkan diri 

kepada Allah SWT. Dengan adanya ijarah akan mampu membina kerja sama 

antara mu‟jir dan mus‟tajir. Sehingga akan menciptakan kedamaian dihati 

mereka. Dengan diterimanya upah dari orang yang memakai jasa, maka yang 

memberi jasa dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Apabila kebutuhan 

hidup terpenuhi maka musta‟jir tidak lagi resah ketika hendak beribadah 

kepada Allah SWT. Dengan transaksi upah-mengupah dapat berdampak 

positif terhadap masyarakat terutama dibidang ekonomi, karena masyarakat 

dapat mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi. Bila masing-masing individu 

dalam suatu masyarakat itu lebih dapat memenuhi kebutuhannya, maka 

masyarakat itu akan tentram dan aman. Tidak ada salahnya kalau makelar 

mendapatkan upah berupa uang dalam jumlah tertentu, atau secara persentase 

dari keuntungannya atau dengan cara apapun yang mereka sepakati bersama. 
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Sesuai dengan hadist yang artinya “Berikanlah upah pekerja sebelum 

keringatnya kering”. (hadis riwayat Ibnu Maajah)
90

 

Apabila terdapat unsur kezaliman dalam pemenuhan hak dan 

kewajiban, seperti seseorang yang belum menyelesaikan pekerjaannya dalam 

batas waktu tertentu maka ia tidak mendapat imbalan yang sesuai dengan 

kerja yang telah dilakukan. Praktik makelar seperti ini tidak benar, karena 

sekalipun pekerjaan tersebut tidak diselesaikan pada waktu yang telah 

ditentukan setidaknya para penyewa jasa tersebut menghargai jerih payah 

yang dilakukan oleh pekerja tersebut yaitu dengan membayar setengah dari 

total upah pekerja. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Praktik 

Makelar Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Konveksi 

Amin Kelurahan Ganjar Agung Kota Metro), dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pada praktik makelar di Konveksi Amin melibatkan penjual, makelar dan 

pembeli. Mekenisme yang dilakukan adalah di Konveksi Amin meminta 

makelar untuk menjualkan atau memasarkan barang-barang konveksi yang 

ada di di Konveksi Amin. Konveksi Amin dan makelar melakukan 

kesepakatan mengenai prosedur yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak 

serta upah yang diberikan Konveksi Amin kepada makelar. 

Setelah itu di lanjutkan dengan saling melakukan akad secara lisan 

antara kedua belah pihak untuk bekerjasama dalam jual beli barang-barang 

hasil konveksi. Dalam memberikan upah, pihak konveksi Amin tidak 

melaksanakan kewajibannya sesuai dengan akad awal yakni hanya 

memberikan 6,7% dari total penjualan. Sehingga pihak makelar dan Konveksi 

Amin melakukan musyawarah dan mendapatkan kesepakatan baru yakni 

pihak Konveksi Amin memberikan upah sebesar 10% kepada makelar 

walaupun makelar tidak memenuhi target penjualan sebesar Rp. 

125.000.000,-. Kesepakatan baru tersebut telah disetujui oleh kedua belah 

pihak yang berakad.Dari praktik makelar yang ada di Konveksi Amin, maka 
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Hukum Ekonomi Syariah mengatakan sah menyewa kemanfaatan (jasa) 

pekerjaan makelar. Namun dalam kasus ini, pihak konveksi amin tidak 

memenuhi kesepakatan awal. Hal ini tidak diperbolehkan karena terdapat 

unsur kezaliman dalam pemenuhan hak dan kewajiban yang tidak dibenarkan 

dalam Islam.  

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang peneliti 

berikan diantaranya sebagai beerikut : 

1. Kepada para pihak hendaknya mengetahui tata cara berakad agar 

memiliki loyalitas yang tinggi terhadap praktiknya sehingga bisa terjauh 

dari hal-hal yang dilarang oleh Agama. Yang mana makelar sebagai 

sarana atau media untuk mempermudah jalannya transaksi dan solusi 

untuk menjawab kebutuhan dalam kehidupan sosial. 

2. Kepada penjual dalam melaksanakan perjanjian kepada makelar dan 

pembeli, selain menggunakan perjanjian secara lisan hendaknya 

menggunakan perjanjian secara tertulis. Agar perjanjian tersebut bersifat 

formal dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini bertujuan sebagai 

antisipasi adanya wanprestasi yang dilakukan oleh masing-masing pihak. 

3. Kepada para makelar yang dipercaya masyarakat sebagai jembatan 

penghubung dalam transaksi, agar selalu menjaga integritas serta selalu 

aktif dalam melayani keluhan masyarakat dan lebih konsekuen dalam 

menjaga amanat sebagai orang yang dipercaya. 
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